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Abstrak

Penelitian ini dilatarbelakangi dengan kondisi belum optimalnya penganggaran berbasis kinerja pada
Sekretariat Jenderal Kementerian Agama. Bersdasarkan latar belakang tersebut, tujuan penelitian ini
adalah untuk: (1) Mengidentifikasi dan menganalisis factor-faktor apa saja yang mempengaruhi dalam
implementasi anggaran berbasis kinerja di Sekretariat Jenderal Kementerian Agama; (2) Merumuskan
strategi peningkatan implementasi anggaran kinerja pada Sekretariat Jenderal Kementerian Agama.
Pendekatan penelitian ini kualitatif. Teknik pengumpulan data primer melalui wawancara mendalam.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor yang mempengaruhi dalam implementasi anggaran
berbasis kinerja di Sekretariat Jenderal Kementerian Agama terdiri atas faktor eksternal dan faktor
internal. Faktor ekternal yang paling dominan adalah kebijakan pemerintah. Faktor internal adalah
kebijakan Menteri Agama, keterswediaan data, dan kemampuan SDM. Sementara itu strategi untuk
meningkatkan implementasi anggaran kinerja padda Sekretariat Kementeriuan agama adalah
perencanaan dan penggaran berbasis kinerja, penerapan sistem penanggaran terpadu, dan kerangka
pengeluaran jangka menengah.

Kata Kunci: Penganggaran berbasis kinerja, jangka menengah, dan terpadu
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PENDAHULUAN

Pemerintah Indonesia dalam tahap melaksanakan reformasi di bidang pengelolaan
keuangan negara dalam rangka mewujudkan good governance and clean government di bidang
keuangan negara. Bentuk reformasi manajemen keuangan pemerintah adalah dengan
menerapkan tiga pendekatan penganggaran, yaitu anggaran terpadu (unified budgeting),
anggaran berbasis kinerja (performance base budgeting), dan kerangka pengeluaran jangka
menengah (medium term expenditure framework). Pendekatan penganggaran berbasis kinerja
dianggap sebagai pendekatan yang paling utama dari ketiga pendekatan penganggaran yang
ada. Penganggaran berbasis kinerja disusun dengan orientasi output. Penerapan pendekatan
Anggran Berbasis Kinerja (ABK) akan menghasilkan efisiensi, efektivitas, dan rasionalitas
dalam pengelolaan anggaran. Penggunaan anggaran negara diharapkan akan lebih terarah,
terukur dan dapat dipertangungjawabkan dengan ABK sehingga fungsi pemerintahan dalam
memberikan pelayanan kepada publik sesuai dengan prioritas pembangunan Nasional.

Sehubungan dengan ABK, Sekretariat Jenderal Jenderal Kementerian Agama pun
berupaya menerapkannya. Namun capaian kinerja Kementerian Agama tahun 2018 atas
pelaksanaan RKA-K/L baru sebesar 78,80 persen. Hal ini menunjukkan bahwa masih terdapat
permasalahan dalam pelaksanaan mekanisme perencanaan dan penganggaran. Konsep
penganggaran berbasis kinerja belum dilaksanakan sepenuhnya sesuai dengan yang
diharapkan serta pengalokasian anggaran ke dalam program kerja dan kegiatan masih kurang
tepat.

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka fokus penelitian ini adalah mengkaji faktor-
faktor yang mempengaruhi proses perencanaan dan penganggaran berbasis kinerja; serta
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merancang strategi yang cocok untuk diterapkan dalam dalam mencapai optimalisasi

penganggaran berbasis kinerja sehingga dapat meningkatkan kualitas dokumen RKA-K/L pada

Sekretariat Jenderal Kementerian Agama Republik Indonesia. Bertitik tolak dari latar belakang

dan fokus penelitian, maka dimunculkan pertanyaan penelitian sebagai berikut:

a. Faktor internal dan faktor eksternal apa saja yang mempengaruhi proses perencanaan dan
penganggaran berbasis kinerja?

b. Strategi apa yang cocok diimplementasikan dalam mencapai optimalisasi penganggaran
berbasis kinerja sehingga dapat meningkatkan kualitas dokumen RKA-K/L?

TINJAUAN LITERATUR

A. Penelitian Terdahulu

Terdapat sejumlah penelitian terdahulu yang relevan dengan penelitian ini, yakni
mengenai anggaran berbasis kinerja. Terdapat penelitian terdahulu dengan lokasi penelitian di
Indonesia (seperti penelitian Susanto, 2017; Hendra, 2018; Fatmayanti et al., 2018; Setiawan et
al., 2018; Firyani & Hernando, 2019; Hendrawati & Pramudianti, 2020; Pratolo et al., 2020;
Sanjaya, 2020; Bottom et al.,, 2020; Sukriono, 2021). Sejumlah penelitian lain yang mengkaji
anggaran berbasis kinerja juga dilakukan dengan lokasi berbagai negara antara lain Mujennah
etal (2019), Park (2019), Triyonob et al.,, 2019; Mauro et al (2021).

Persamaan penelitian-penelitian terdahulu tersebut dengan penelitian ini adalah sama-
sama mengenai anggaran berbasis kinerja. Adapun perbedaan penelitian-penelitian terdahulu
dengan penelitian ini adalah mengenai lokasi penelitian. Penelitian-penelitian terdahlu belum
ada yang melaksanakan penelitian mengenai anggaran berbasis kinerja pada Sekretaris
Jenderal Kementerian Agama RI. Kekosongan pada lokasi penelitian itulah yang diisi oleh
penelitian ini, sehingga penelitian ini mengisi research gap penelitian terdahulu, dan sekaligus
menjadi kebaruan (research novelty) penelitian ini.

Berdasarkan hasil penelitian-penelitian terdahulu terdapat berbagai masukan untuk
penyempurnaan penyusunan dan pelaksanaan anggaran berbasis kinerja. Di antaranya:

1. Perlunya aspek keterampilan SDM terkait penyusunan dan pelaksanaan anggaran berbasis
kinerja (Friyani & Hermando, 2019).

2. Perlunya integrasi komunikasi, nilai, dan tujuan bersama dalam organisasi agar mendukung
penyusunan dan pelaksanaan anggaran berbasis kinerja (Mauro et al, 2021).

3. Perlu diperhatikan kompetensi manajemen dan sistem penghargaan, karena keduanya
berpengaruh positif terhadap penyusunan dan pelaksanaan anggaran berbasis kinerja
(Partolo et al, 2020).

4. Partisipasi para pemangku kepentingan perlu diperhatrikan, karena berpengaruh terhadap
penyusunan dan pelaksanaan anggaran berbasis kinerja (Hendra, 2018).

5. Aspek pertanggungjawaban akuntansi, dan opini Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) turut
menentukan dalam keberhasilan penyusunan dan pelaksanaan anggaran berbasis kinerja
(Susanto, 2017; Fatmayanti et al., 2018).

B. Kajian Teoritis dan Konsep-Konsep Kunci
1. Manajemen Strategik

Manajemen strategik adalah serangkaiann keputusan dan tindakan manajerial yang
menentukan kinerja organisasi dalam jangka panjang (Hunger & Wheelen, 2018: 37). Ini
termasuk pemindaian lingkungan (keduanya eksternal dan internal), perumusan strategi atau
strategy formulation (perencanaan strategis atau jangka panjang), strategi pelaksanaan, serta
evaluasi dan pengendalian. Awalnya manajemen strategik disebut kebijakan bisnis (business
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policy), namun kemudian konsep manajemen strategis telah maju secara substansial dengan
upaya terkonsentrasi para peneliti dan praktisi (Hunger & Wheelen, 2018: 37).

Terdapat empat fase manajemen strategik, yakni: Fase 1: Basic financial planning. Manajer
memulai perencanaan yang serius ketika mereka diminta untuk mengusulkan anggaran tahun
berikut. Fase 2: Forecast-based planning. Karena anggaran tahunan menjadi kurang berguna
untuk merangsang perencanaan jangka panjang, manajer berusaha untuk mengusulkan
rencana lima tahun. Pada saat ini, mereka mempertimbangkan proyek yang mungkin memakan
waktu lebih dari satu tahun. Fase 3: Externally oriented (strategic) planning. Frustrasi dengan
hal yang sangat politis mengenai rencana lima tahun yang tidak efektif, manajemen puncak
mengendalikan proses perencanaan dengan memulai sistem perencanaan strategis formal.
Fase 4: Strategic management. Menyadari bahwa rencana strategis terbaik pun tidak ada
artinya tanpa masukan dan komitmen dari manajer tingkat bawah, maka manajemen puncak
membentuk kelompok perencanaan manajer dan karyawan kunci di berbagai tingkatan, dari
berbagai departemen dan kelompok kerja. Mereka mengembangkan dan mengintegrasikan
serangkaian rencana yang berfokus pada penekanan keunggulan kompetitif organisasi yang
sebenarnya. Rencana strategis pada titik ini merinci masalah implementasi, evaluasi, dan
pengendalian (Hunger & Wheelen, 2018: 38).

Sementara itu tahapan manajemen strategi meliputi tiga tahapan, yakni perumusan
strategi (strategy formulation), implementasi strategi (strategy implementation), dan evaluasi
strategi (strategy evaluation). Kegiatan perumusan, implementasi, dan evaluasi strategi terjadi
pada tiga hierarki tingkat dalam organisasi besar: korporat, divisi atau unit bisnis strategis, dan
fungsional (David, 2011: 6).

2. Manajemen Strategik Sektor Publik

Kebijakan publik (public policy) adalah apa yang pemerintah lakukan, mengapa
pemerintah melakukannya, dan apa bedanya dengan yang dilakukan oleh pemerintah
sebelumnya atau pemerintah yang lain. Kebijakan publik adalah apa yang pemerintah lakukan
dan yang pemerintah tidak lakukan. Dengan demikian, kebijakan publik dapat mengatur
perilaku, mengatur birokrasi, mendistribuskan manfaat, sampai bagaimana memungut pajak
(Dye, 2017: 1).

Dalam praktiknya manajemen strategik pada sektor publik lebih banyak menggunakan
istilah perencanaan strategik (strategik planning) (Mohammad, 2009). Peran manajemen
dalam organisasi sektor publik meliputi (Mardiasmo, 2002): (1) Peran strategik, yaitu peran
manajemen organisasi dalam membuat program alternatif yang mendukung strategi
organisasi. (2) Pemberian informasi biaya, yaitu memberikan informasi pengeluran publik
yang digunakan oleh pihak internal (pemerintah) dan pihak eksternal. (3) Penilaian investasi,
untuk menilai kelayakan investasi seraca ekonomi dan finasial. (4) Penganggaran. (5)
Penentuan biaya pelayanan, dan (6) Penilaian kinerja

3. Teori Penganggaran

Anggaran merupakan alat yang memberikan target dan arah. Anggaran memberikan
kendali atas lingkungan terdekat, membantu menguasai aspek keuangan dari pekerjaan dan
departemen, dan memecahkan masalah sebelum terjadi. Anggaran berfokus pada pentingnya
mengevaluasi tindakan alternatif sebelum keputusan benar-benar diimplementasikan (Lauth,
2021). Anggaran merupakan ekspresi formal dri rencana, sasaran, dan tujuan manajemen yang
mencakup semua aspek operasi untuk periode waktu yang ditentukan (Shim & Siegel, 2009).

Berdasarkan Shim & Siegel (2009), anggaran merupakan rencana keuangan untuk
mengendalikan operasi dan hasil di masa depan. Anggaran diperlukan untuk beroperasi secara
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efektif dan efisien. Apabila digunakan secara efektif, anggaran dapat menghasilkan manajemen
yang sistematis dan produktif. Penganggaran memfasilitasi kontrol dan komunikasi, serta
memberikan motivasi kepada karyawan.

4. Manajemen Strategi Anggaran

Manajemen perencanaan anggaran berbeda tergantung organisasinya karena sesuai
periode waktu tertentu untuk mencapai hasil yang diinginkan. Perencanaan harus
menghubungkan tujuan jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang. Tujuannya
adalah untuk membuat penggunaan terbaik dari sumber daya perusahaan yang tersedia dalam
jangka panjang. Penganggaran hanya salah satu bagian dari perencanaan jangka panjang.
Anggaran tahunan harus konsisten dengan tujuan jangka panjang bisnis dan perlu memiliki
iklim yang kondusif untuk perencanaan dan hubungan yang bersahabat. Tujuan dari
perencanaan adalah untuk meningkatkan profitabilitas dengan rencana yang saling terkait
(Moses, 2022).

Rencana anggaran merupakan serangkaian detail yang mengimplementasikan strategi.
Rencana pelaksanaan biasanya dijelaskan dalam langkah-langkah berurutan termasuk biaya
dan waktu untuk setiap langkah ditetapkan tenggat waktunya. Fungsi perencanaan mencakup
semua Kkegiatan manajerial pada akhirnya memungkinkan suatu organisasi mencapai
tujuannya. Perencanaan sering disebut sebagai fungsi pertama manajemen. Pada tingkat bisnis
tertinggi, perencanaan melibatkan penetapan strategi perusahaan, yakni menentukan
bagaimana sumber daya bisnis akan digunakan untuk mencapai tujuannya. Perencanaan juga
melibatkan penetapan kebijakan, serta menjadi pedoman sehari-hari yang digunakan oleh
manajer untuk mencapai rujuan mereka. Unsur-unsur rencana meliputi tujuan standar kinerja,
penilaian kinerja, rencana tindakan, dan angka keuangan (Shim & Siegel, 2009)

5. Penganggaran Berbasis Kinerja

Anggaran berbasis kinerja adalah anggaran yang mencerminkan input sumber daya dan
output layanan untuk setiap unit organisasi. Tujuannya adalah untuk mengidentifikasi dan
menilai kinerja relatif berdasarkan pencapaian tujuan untuk hasil tertentu. Jenis anggaran ini
biasanya digunakan oleh badan dan lembaga pemerintah untuk menunjukkan hubungan antara
dana pembayar pajak dan hasil layanan yang diberikan oleh pemerintah federal, negara bagian,
atau lokal (Moses, 2022).

Penganggaran berbasis kinerja adalah alokasi dana berdasarkan hasil terprogram yang
berkontribusi pada tujuan organisasi. Bagi pemerintah, penganggaran berbasis Kkinerja
menggunakan bukti untuk memaksimalkan alokasi dana ke program yang berhasil dan
menjauhi program yang tidak berhasil. Penganggaran berbasis kinerja tidak dimaksudkan
untuk menghukum atau memberi penghargaan kepada departemen atau lembaga, melainkan
untuk fokus pada kemajuan menuju tujuan yang terukur selama proses anggaran. Pendekatan
ini memungkinkan kota untuk membuat dan membenarkan perubahan anggaran yang
memenuhi kebutuhan masyarakat dan memajukan prioritas seluruh kota, alih-alih default ke
status quo.

Anggaran kinerja dirancang untuk memotivasi komitmen karyawan demi menghasilkan
hasil yang positif. Kerugiannya termasuk potensi ketidaksepakatan mengenai prioritas
pengeluaran dan kurangnya standar biaya terpadu. Proses keputusan anggaran Kkinerja
berfokus pada keluaran atau hasil layanan. Dengan kata lain, alokasi dana dan sumber daya
didasarkan pada tujuan khusus yang disepakati oleh komite anggaran dan kepala badan
layanan (Kemp & Dunbar, 2015).
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Keuntungan di sektor publik adalah peningkatan akuntabilitas pemerintah daerah kepada
pembayar pajak, komunikasi kepada publik tentang priorotas, dan mengukur tujuan tertentu
wajib pajak ingin tahu di mana dan bagaimana mereka dibelanjakan dan untuk tujuan apa.
Demikian pula, organisasi nirlaba menyusun anggaran kinerja untuk menghubungkan masukan
dan keluaran untuk misi mereka.Para donor untuk organisasi-organisasi ini juga ingin
mengetahui "pengembalian” seperti apa yang diperoleh masyarakat dari sumbangan mereka
(Kemp & Dunbar, 2015).

Penganggaran berbasis kinerja memungkinkan kota untuk memperkuat proses
penganggaran sehubungan dengan persaingan klaim atas sumber daya dengan menggunakan
kriteria objektif untuk: menentukan alokasi sumber daya; memastikan akuntabilitas di antara
mereka yang bertanggung jawab atas manajemen; mengalihkan fokus anggaran ke prioritas
kota daripada tujuan khusus departemen atau lembaga; membuat proses anggaran lebih
transparan; dan melibatkan masyarakat dalam proses penganggaran.

METODE PENELITIAN

Ditinjau dari pendekatan penelitian, pendekatan penelitian ini adalah kualitatif (Cooper
& Schindler, 2014: 145). Di antara lima jenis metode penelitian kualitatif, penulis memilih
metode studi kasus karena memungkinkan penulis untuk mengeksplorasi secara mendalam
dan mendetail terhadap kejadian, proses, dan aktivitas yang diteliti (Creswell & Creswell,
2018). Berdasarkan tujuannya, desain penelitian bersifat deskriptif, yakni penelitian yang
menggambarkan suatu subjek, orang, atau peristiwa melalui pengumpulan data, studi
mengungkapkan siapa, apa, kapan, di mana, atau berapa banyak, yang menyangkut suatu
variabel secara univariat (Cooper & Schindler, 2014: 656).

Lokasi penelitian ini adalah Sekretariat Jenderal Kementerian Agama Republik Indonesia.
Sementara itu waktu penelitian dilaksanakan satu waktu, yakni tahun 2022. Teknik
pengumpulan data primer dilakukan dengan wawancara mendalam (Cooper & Schindler, 2016:
188). Narasumber berasal dari tiga orang pejabat yang merupakan pemangku kepentingan di
Kementerian Agama. Teknik pengumpulan data sekunder dilaksanakan melalui metode
dokumen (Sugiyono, 2013; Bungin, 2012). Metode analisis dilakukan dengan menggunakan
Strengths — weaknesses — opportunities - threats (SWOT).

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
Hasil Penelitian
Hasil penelitian adalah menyangkut jawaban atas dua pertanyaan penelitian.

a. Berdasarkan hasil penelitian, Faktor-faktor yang mempengaruhi dalam implementasi
anggaran berbasis kinerja di Sekretariat Jenderal Kementerian Agama terdiri atas faktor
eksternal dan faktor internal. Faktor eksternal yang mempengaruhi proses perencanaan dan
penganggaran berbasis kinerja adalah kebijakan pemerintah. Kebijakan pemerintah
berhubungan dengan faktor global, ketidaksediaan anggaran, dan politik. Sehingga sifatnya
dinamis dan tidak tetap. Selain itu, keterbatasan waktu juga menjadi salah satu faktor oleh
kementerian keuangan. Di antara faktor eksternal yang paling yang paling dominan
mempengaruhi proses perencanaan dan penganggaran berbasis kinerja adalah kebijakan
pemerintah. Adapun faktor-faktor internal yang mempengaruhi proses perencanaan dan
penganggaran berbasis kinerja adalah Kebijakan menteri Agama itu sendiri, ketersediaan
data dan sumber daya manusia. Ketiga hal tersebut mempengaruhi kualitas perencanaan.

b. Strategi untuk meningkatkan implementasi anggaran kinerja pada Sekretariat Jenderal
Kementeruian Agama adalah bagaimana strategi untuk meningkatkan kualitas dokumen
anggaran. Strategi untuk mencapai prinsip-prinsip perencanaan dan penganggaran adalah
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penerapan sistem penanggaran terpadu (unified budgeting), sistem penganggaran berbasis
kinerja (performance based budgeting), dan kerangka pengeluaran jangka menengah
(medium term expenditure framework, MTEF).

Pembahasan

Pembahasan ini difokuskan pada kajian mengenai jawaban terhadap dua pertanyaan
penelitian. Pembahasan pertama asdalah tentang faktor-faktor yang mempengaruhi dalam
implementasi anggaran berbasis kinerja di Sekretariat Jenderal Kementerian Agama.
Sementara itu pembahasan kedua tentang strategi peningkatan implementasi anggaran kinerja
pada Sekretariat Jenderal Kementerian Agama.

Pembahasan tentang Faktor-Faktor yang Mempengaruhi dalam Implementasi Anggaran
Berbasis Kinerja di Sekretariat Jenderal Kementerian Agama

Indonesia sedang menggencarkan reformasi pengelolaan keuangan negara. Undang-
Undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Undang-Undang Nomor 1 Tahun
2004 tentang Perbendaharaan Negara, dan Undang-Undang Tahun 2004 tentang Pemeriksaan,
Pengelolaan dan tanggunmg Jawab Keuangan Negara; merupakan tonggak reformasi di bidang
manajemen keuangan negara. Di antara reformasi di bidang manajemen keuangan negara
tersebut terkait dengan tata cara penyusunan Rencana Pembangunan Nasional yang
menekankan pada tiga aspek. Pertama, perencanaan dan penganggaran yang berbasis pada
kinerja (performance based budgeting). Kedua, perencanaan dan penganggaran tersebut
berjangka menengah (medium term expenditure framework), dan ketiga, sistem penganggaran
terpadu (unified budgeting) (Madjid, 2014). Di antara tiga aspek dalam reformasi pada
perencanaan dan penganggaran tersebut yang merupakan pembahasan pada penelitian ini
adalah penganggaran berbasis pada kinerja (performance based budgeting).

Definisi atau pengertian mengenai anggaran berbasis kinerja, menurut Supriyanto, S.Si
(Kepala Sub Koordinator Penyusunan Program dan Anggaran) merupakan anggaran yang
berdasarkan kinerja setiap struktur organisasi, dan bukan berdasarkan fungsi. Sedangkan
menurut Rljai Rohan S.Ag., MA (Kepala Sub Koordinator Penyusunan Program dan Anggaran),
penganggaran berbasis kinerja merupakan penganggaran yang mendekati kepada
penghargaan, di mana individu akan mendapatkan reward untuk memperoleh anggaran yang
lebih besar dalam rangka meningkatkan kinerjanya. Dra. Wirnas berpendapat bahwa
Penganggaran berbasis kinerja adalah menyusun anggaran berdasarkan kebutuhan untuk
menunjang tugas dan fungsi yang jelas input, output, dan dampaknya. Kementerian Agama
menerapkan metode penganggaran ini berdasarkan Undang-undang negara yang mengatur
tentang perencanaan dan penganggaran yakni Undang-Undang No. 25 Tentang Pembangunan
Nasional, Undang-Undang tentang Keuangan. Selain itu, penganggaran ini juga diatur dalam
Peraturan Pemerintah No 90 Tahun 2010 tentang Penyusunan Rencan Kerja dan Anggaran
Kementerian/Lembaga.

Berdasarkan definisi atau pengertian dari ketiga pejabat di Kementerian Agama yang
antara mendasarkan pada defiisi berdasarkan perundang-undangan, maka pengertian
mengenai anggara berbasis kinerja itu berrarti pengggaran yang bukan didasarkan pada fungsi
setiap struktur organisasasi, namun berdasarkan pretasi kerja, karena anggaran ini sebagai
penghargaan bagai suatu pencapaian kinerja. Suatu unit, bagian, atau divisi akan memperoleh
anggaran lebih besar atau lebih kecil tergantung kinerja masing-masing.

Sistem penganggaran pada Kementerian Agama mula-mula berbasiskan fungsi. Barulah
pada tahun 2013 pihak Kementerian Agama melakukan penyesuaian sesuai undang-undang
dan menggantikan basis penganggaran menjadi berbasiskan kinerja. Sebagaimana
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dikemukakan oleh Supriyanto, S.Si (Kepala Sub Koordinator Penyusunan Program dan
Anggaran) Sebelum melakukan penerapan metode penganggaran berbasis kinerja, metode
yang pernah diterapkan adalah metode fungsi yang berpedoman pada peraturan Menteri
Keuangan. Kemudian peraturan terbaru dilanjutkan berdasarkan Redesain Sistem
Perencanaan dan Penganggaran (RSPP) sejak tahun 2020. Alasan lain mengapa Kementerian
Agama mengimplementasikan anggaran berbasis kinerja, menurut Rijal Roihan S.Ag., MA
(Kepala Sub Koordinator Penyusunan Program dan Anggaran), karena pada hakikatnya,
Kementerian Agama merupakan lembaga yang berbasis struktur sehingga memiliki
penyusunan yang perlu disetujui oleh Kementerian Keuangan dan di serahkan ke Sekretariat
Jenderal up biro perencanaan. Kemudian biro perencanaan mengalokasikan anggaran ke unit
esleon I, kanwil, perguruan tinggi, balai litbang dan balai diklat.

Maksud ditetapkannya sistem anggaran berbasis kinerja pada Kementerian Agama
tersebut adalah sebagai upaya untuk meningkatkan pelayanan. Keunggulan dari penganggaran
ini ada pada konsep di mana semakin bagus kinerja, maka anggarannya semakin meningkat.
Hal ini dapat mendorong pelaksanaan berbagai program yang dicanangkan oleh Kementerian.
Melalui sistem abnggaran berbasis kinerja ini, maka diharapkan kinerja Kementeriajn Agama
secara keseluruhan semakin meningkat.

Tahapan penyusunan anggaran berbasis kinerja ini adalah Anggaran bisa disusun oleh
unit eselon [ masing masing dan Sekretariat Jenderal hanya selaku koordinstor dan membahas
bersama tim APIP, setelah itu dilanjutkan ke Kementerian Keuangan untuk di telaah sampai
dapat persetujuan DPR. Tahapan dalam pelaksanaan atau penyusunan anggaran berbasis
kinerja mengikuti siklus penyusunan yang ada setiap awal tahun. Kementerian Agama
menyampaikan kebutuhan dalam pelaksanaan tugas fungsi dan pencapaian target nasional
lainnya kepada Kementerian Keuangan. kementerian keuangan kemudian membahas dan
menghasilkan penganggaran, serta menanggapi melalui Trilateral meeting. Sehingga keluar
pagu anggaran dan pesan-pesan yang sudah di bahas dengan DPR. Berdasarkan hasil
wawancara, hampir semua perencanaan penganggaran berhubungan dengan rencana kerja.
Rencana kerja terhubung ke Perencanaan Eselon I dan bidang perencanaan Eselon II, serta
seluruh perencanaan satuan kerja di daerah ( Kanwil, Kankemenag). Selain itu, penganggaran
juga melibatkan Kementerian keuangan dan Bappenas. Masing-masing keduanya memiliki
sistem yang digunakan.

Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi dalam implementasi anggaran berbasis
kinerja di Sekretariat Jenderal Kementerian Agama terdiri atas faktor eksternal dan faktor
internal. Faktor eksternal yang mempengaruhi proses perencanaan dan penganggaran berbasis
kinerja adalah kebijakan pemerintah. Kebijakan pemerintah berhubungan dengan faktor
global, ketidaksediaan anggaran, dan politik. Sehingga sifatnya dinamis dan tidak tetap. Selain
itu, keterbatasan waktu juga menjadi salah satu faktor oleh kementerian keuangan.

Dari beberapa faktor eksternal tersebut, yang paling dominan mempengaruhi proses
perencanaan dan penganggaran berbasis kinerja menurut Supriyanto adalah kebijakan
pemerintah. Sedangkan Rijai Roihan berpendapat bahwa pemahaman pimpinan juga sangat
mempengaruhi proses perencanaan. Pemahaman juga berhubungan dengan keterlibatan.
Apabila pemimpin memiliki pemahaman pada bidangnya, maka tingkat keterlibatannya akan
tinggi, namun apabila pemimpin tidak memiliki pemahaman dan hanya mengulang kebijakan
tahun lalu, maka keterlibatannya rendah, dan akhirnya tidak mempengaruhi banyak terhadap
kebijakan. Dra. Wirnas sendiri memiliki pendapat berbeda, ia mengatakan bahwa faktor
eskternal yang paling dominan adalah perubahan anggaran dan jadwal.

Berdasarkan hasil wawancara, faktor-faktor internal yang mempengaruhi proses
perencanaan dan penganggaran berbasis kinerja adalah Kebijakan menteri Agama itu sendiri,
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ketersediaan data dan sumber daya manusia. Ketiga hal tersebut mempengaruhi kualitas
perencanaan. Data yang cukup dan SDM yang baik akan membua Kebijakan menteri menjadi
salah satu faktor internal yang mempengaruhi proses perencanaan dan penganggaran. Sebagai
contoh, dalam dua tahun terakhir terdapat program-program tersendiri dalam Kementerian
Agama. Supriyanto mengemukakan bahwa terdapat enam program yang menjadi prioritas
Menteri Agama. meski demikian, apabila belum masuk ke dalam Renstra, maka tetap belum
teranggarkan. Tetapi dikarenakan itu adalah kebijakan langsung dari menteri, maka mau tidak
mau lembaga merencanakan dan menganggarkan program-program tersebut. Anggaran
terbagi menjadi anggaran prioritas nasional dan prioritas K/L. Umumnya, prioritas K/L
bermacam-macam untuk menambah prioritas nasional dan prioritas masing-masing kepala
satuan kerja. Dengan adanya instruksi dari Menteri Agama, semua prioritas K/L menjadi
prioritas Menteri Agama. Bahkan prioritas Nasional dapat dioptimalisasi atau diambil
anggarananya untuk prioritas Menteri.

Faktor internal yang paling dominan mempengaruhi proses perencanaan dan
penganggaran berbasis kinerja merupakan kebijakan. Kebijakan ini dapat berupa kebijakan
menteri atau kebijakan nasional. Menurut Suprityanto, dalam kebijakan Menteri, Kuasa
Pengguna Anggaran (KPA) selain dari menteri juga memiliki kebijakan termasuk Kepala Biro
Perencanaan. Kebijakan ini meliputi beberapa hal, misalnya kebijakan pembagian anggaran,
sarana dan prasarana, yang ditentukan oleh Kementerian Keuangan dan dibagi oleh Kepala
Biro Perencanaan dalam bentuk anggaran. Sedangkan menurut Rijal Roihan, kebijakan nasional
misalnya dalam penyusunan anggaran, pagu anggaran dan pagu alokasi datang dengan waktu
yang hampir mendekati waktu penyerahan, dengan waktu pendek tersebut tidak ada waktu
cepat, orang derahnya banyak, dan satker luas sudah pasti terlambat, maka kebijakan dari
Kementerian Keuangan tentang waktu penyusunan itu kadang membuat lembaga kesulitan
dengan pendeknya waktu. Dra. Wirnas mengemukakan bahwa faktor lain yang cukup dominan
adalah adanya revisi. Seringkali revisi dilakukan di tengah-tengah penyusunan anggaran
karena adanya perubahan kebijakan dari pemerintah.

Kendala internal dalam penyusunan anggaran berbasis kinerja terdiri dari kenala teknis
dan non teknis. Kendala teknis meliputi anggaran yang tidak ada, data yang kurang akurat atau
tidak terbarui, dan tidak adanya sistem untuk mengukur realisasi anggaran. Kendala non teknis
meliputi sumber daya manusia yang khusus untuk mengatasi data dan anggaran belum ada
yang mumpuni, di mana seharusnya SDM tersebut sudah dibentuk sejak awal.

Berdasarkan hasil wawancara, kendala eksternal dalam penyusunan penganggaran
berbasis kinerja salah satunya adalah sistem. Sistem penganggaran Kementerian Agama
seringkali bertubrukan dengan sistem milih Bappenas. sistem informasi data terbentur dengan
sistem-sistem yang lebih mumpuni. Hal ini diatasi dengan menggunakan sistem eksternal,
khususnya pada daerah-daerah yang lebih menguntungkan dalam segi anggaran. Anggaran
juga mempengaruhi karena menentukan pembuatan sistem tersebut. Selain itu, waktu yang
terbatas juga menjadi kendala dalam proses penyusunan dan adanya perubahan kebijakan
anggaran dari Kementerian Keuangan.

Faktor yang mendukung penyusunan anggaran berbasis kinerja secara internal salah
satunya adalah kebijakan dari KPA, khususnya penyusunan anggaran berbasis kinerja yang
sudah menjadi prioritas nasional. Selain itu, sistem informasi manajemen juga menjadi
pendukung sebagai alat untuk menyusun informasi. Satuan kerja masing-masing sesuai dengan
alokasi anggaran yang sudah tersedia. Faktor-faktor yang mendukung penyusunan
penganggaran berbasis kinerja secara eksternal salah satunya kebijakan dari kementerian
keuangan dan Bappenas, ketersediaan peraturan perundang-undangan yang memadai juga
mendukung penyusunan anggaran.
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Untuk mengatasi faktor eksternal yang kurang mendukung metode penyusunan
penganggaran berbasis kinerja, perencanaan, sosialisasi, dan koordinasi merupakan upaya
utama. Usulan anggaran harus benar-benar memiliki data yang valid. Misalnya anggaran
mengenai bangunan, 34 kanwil akan dipastikan data-data mulai dari umur bangunan, kondisi
bangunan, dan rekomendasi kementerian PU. Hal ini juga penting untuk dipenuhi agar usulan
anggaran disetujui kementerian Keuangan dan Bappenas. Adanya sosialisasi dalam melakukan
penyusunan penganggaran berbasis kinerja agar saat ada factor eksternal seperti pemblokiran
dapat dengan mudah mengatasinya dengan cara memblokir apa-apa saja yang bisa di bloki
tanpa mengurangi program prioritas. Kemudian sesering mungkin perlu koordunasi dengan
pihak Kementerian Keuangan, Bappenas, dan DPR.

Berdasarkan hasil wawancara, dalam mengatasi faktor internal yang kurang mendukung
metode penyusunan penganggaran berbasis kinerja, adalah melakukan sosialisasi dan
internalisasi dalam proses penyusunan penganggaran kepada seluruh satuan kerja. Lembaga
hanya sebisa mungkin mencukupi data yang diinginkan pihak eksternal. Internalisasi meliputi
beberapa hal, misalnya sumber daya manusia perencana yang harus ditingkatkan
kompetensinya, karena perencanaan setiap tahun selalu berubah. Dalam penyusunan
penganggaran berbasis kinerja, bagian yang paling sulit dilaksanakan adalah ketika banyak
kebutuhan tetapi anggaran yang didapatkan dari Kementerian Keuangan tidak mencukupi.
Selain itu data yang tidak valid dan kurang terupdate sehingga mempengaruhi anggaran,
terutama untuk gaji dan tunjangan kinerja hingga revisi antar program.

Pembahasan tentang Strategi Peningkatan Implementasi Anggaran Kinerja pada
Sekretariat Jenderal Kementerian Agama

Pembahasan pada sub-bab ini adalah mengenai strategi peningkatan implementasi
anggaran kinerja pada Sekretariat Jenderal Kementerian Agama. Berdasarkan hasil wawancara
dengan tiga narasumber di aatas, dapat dirumuskan beberapa alternatif strategi untuk
meningkatkan implementasi anggaran kinerja pada Sekretariat Jenderal Kementerian Agama.

Beberapa alternatif strategi untuk mencapai optimalisasi penganggaran berbasis kinerja

sehingga dapat meningkatkan kualitas dokumen. Hal ini dibuat dalam prinsip-prinsip

perencanaan dan penganggaran, yaitu penerapan strategi yaitu:

a. Sistem penganggaran terpadu (unified budget). Pengganggaran terpadu (unifioed
budgeting) berarti memuat semua kegiatan instansi pemerintah dalam APBN yang disusun
secara terpadu, termasuk mengintegrasikan belanja rutin dengan anggaran belanja
pembangunan. Pengintegrasian “Anggaran Rutin” dan “Anggaran Pemvbangunan”
diharapkan mampu menghindari adanya duplikasi penganggaran, yakni pendanaan
kegiatan yang sama dari dua sumber anggaran yang berbeda. Implementasi penganggaran
terpadu (unified budgeting) ditandai dengan adanya restrukturisasi Program dan Kegiatan.
Restrukturisasi ini bertujuan agar tugas dan fungsi masing-masing unit Kementerian, eselon
[, II, dan IIl tergambar dengan jelas. Selanjutnya dapat dihindari terjadinya duplikasi
program dan kegiatan yang sama yang dikerjakan oleh beberapa instansi yang berbeda.
Setiap institusi memiliki tusi yang jelas dan clear, sehingga pengalokasian anggaran menjadi
lebih transparan dan efisien dan selanjutnya tanggung jawab masing-masing organisasi juga
akan tergambar dengan jelas (Madjid, 2014).

b. Sistem penganggaran berbasis Kinerja (performance based budgeting). Anggaran berbasis
kinerja adalah anggaran yangh menghubungkan anggaran negara (pengeluaran negara)
dengan hasil yang diingininkan (output dan outcome), sehingga setiap rupiah anggaran dapat
dipertanggungjawabkan kemanfaatannya.Penganggaran berbasis kinerja dirancang untuk
menciptakan efisiensi, efektivitas dan akuntabilitas dalam pemanfaatan anggaran belanja
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publik dengan output dan outcome yang jelas sesuai dengan prioritas nasional, sehingga
semua anggaran yang dikeluarkan dapat dipertanggungjawabkan secara transparan kepada
masyarakat luas. Penganggaran berbasis kinerja memperhatikan keterkaitan antara
pendanaan dengan keluaran dan hasil yang diharapkan termasuk efisiensi dalam pencapaian
hasil dan keluaran tersebut, sehingga prinsip-prinsip, transparansi, efisien, efektivitas dan
akuntabilitas dapat dicapai. Kunci pokok untuk memahami penganggaran berbasis kinerja
adalah pada kata “kinerja” (performance). Implementasi penganggaran berdasarkan kinerja
juga akan meningkatkan kualitas pelayanan publik, dan memperkuat dampak dari
peningkatan pelayanan kepada publik. Dalam mencapai tujuan tersebut, kementerian
negara/lembaga diberikan keleluasaan yang lebih besar (let the manager manage) yang
lebih tinggi atas pembiayaan untuk program dan kegiatan yang akan dilaksanakan.

c. Kerangka pengeluaran jangka menengah (medium term expenditure framework,
MTEF). MTEF merupakan suatu kerangka kerja yang secara eksplisit menunjukkan
keterkaitan antara Kkedisiplinan pengeluaran pemerintah melalui anggaran untuk
membiayai kebijakan prioritas dalam kondisi keterbatasan anggaran (budget constraint).
Pendekatan dalam perspektif jangka menengah memberikan kerangka yang menyeluruh,
meningkatkan keterkaitan antara proses perencanaan dengan penganggaran,
mengembangkan disiplin fiskal, mengarahkan alokasi sumber daya agar lebih rasional dan
strategis dan meningkatkan Kkepercayaan masyarakat kepada pemerintah dengan
memberikan pelayanan yang optimal dan lebih efisien. Dengan melakukan proyeksi jangka
menengah dapat dikurangi ketidakpastian pada masa yang akan datang dalam penyediaan
dana untuk membiayai pelaksanaan berbagai inisiatif kebijakan baru dalam penggaran
tahunan tetap dimungkinkan, namun pada saat yang sama harus pula dihitung implikasi
kebijakan baru tersebut dalam konteks keberlanjutan fiskal dalam jangka menengah
(medium term fiscal sustainability) (Madjid, 2014).

KESIMPULAN

Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa: Faktor-faktor yang mempengaruhi
dalam implementasi anggaran berbasis kinerja di Sekretariat Jenderal Kementerian Agama
terdiri atas faktor eksternal dan faktor internal. Faktor eksternal yang mempengaruhi proses
perencanaan dan penganggaran berbasis kinerja adalah kebijakan pemerintah. Kebijakan
pemerintah berhubungan dengan faktor global, ketidaksediaan anggaran, dan politik. Adapun
faktor-faktor internal yang mempengaruhi proses perencanaan dan penganggaran berbasis
kinerja adalah Kebijakan menteri Agama itu sendiri, ketersediaan data dan sumber daya
manusia. Ketiga hal tersebut mempengaruhi kualitas perencanaan. Strategi untuk
meningkatkan implementasi anggaran kinerja pada Sekretariat Jenderal Kementeruian Agama
adalah bagaimana strategi untuk meningkatkan kualitas dokumen anggaran. Strategi untuk
mencapai prinsip-prinsip perencanaan dan penganggaran adalah penerapan sistem
penanggaran terpadu (unified budgeting), sistem penganggaran berbasis kinerja (performance
based budgeting), dan kerangka pengeluaran jangka menengah (medium term expenditure
framework, MTEF).

Bertitik tolak dari hasil penelitian, berikut disampaikan saran-saran sebagai berikut:
Saran akademis: (a) Analisis faktor internal yang mempengaruhi implementasi anggaran
berbasis kinerja di Sekretariat Jenderal Kementerian Agama, terutama mengenai ketersediaan
data, dan sumber daya manusia. (b) Analisis mengenai penerapan sistem penanggaran terpadu
(unified budgeting), sistem penganggaran berbasis kinerja (performance based budgeting), (c)
Analisis kerangka pengeluaran jangka menengah (medium term expenditure framework, MTEF).
Saran praktis: disarankan kepada Sekretariat Jenderal Kementerian Agama untuk
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memfokuskan pada: (a) Peningkatan ketersediaan data pendukung untuk penyusunan
anggaran. Peningkatan ketersedidaan data pendukung ini baik dalam pengertian kuantitas
maupun kualitas. (b) Peningkatan kapasitas SDM yang menangani secara langsung bagaimaana
penyusunan anggaran yang memenuhi kualifikasi yang dipersyaratkan perundang-undangan.
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